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PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NoMOR : Z|(} TAHUN 2016
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengac'daan
barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah dapat berjalan
dengan tertib, efektif, efisien, akuntabel, adil, transparan da.n
kompetitif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik
dari segi administrasi, fisik dan keuangan maupun manfaatnya

bagi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Probolingga.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah ;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang—undangan ;
UndangﬁUndang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 :

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah 3

Peraturan Presiden Nomor 54 ‘Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 :
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;

8. Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 4
Tahun 1990 tentang Tata Cara
perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

Kabupaten Probolinggo Nomor 10

Kerjasama antara

9. Peraturan Daerah
Tahun 1986 tentang Perusahaan Daecrah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Probolinggo sehagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

Nomor 08 Tahun 2010 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Probolinggo

Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah

Rengganis Kabupaten Daerah Tingkat I Probolinggo

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten

Probolinggo Nomor 20 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN
Menctapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA  MILIK DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o o

Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
B . ;
adan Usaha Milik Daerah yang selajutnya disingkat BUMD, adalah Perusahan

Daerah R 1
0 engganis dan Perusahaan Daecrah Air Minum Kabupaten Probolin
ewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas BUMD =

Direksi, adalah direks:t BUMD.
Pengada. y
dibli hljn Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperolch Barang/Jasa
uhka i ; yan
- dann srlleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atai
i penyeé)ia gertaan .modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
arang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebut i
' utuhan

u g

. ckerja 5 o
jasa lainya. pckerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan

Pengguna A
U nggaran dan Pengguna Barang/Jasa, adalah Dircktur BUMD

Pejabat Pembuat Komi
omitmen yang selanj iai
yang be - jutnya disingkat PP )
g bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ JK dadal pejabat
asa.



10. Kelompok Kerja, adalah panitia yang berjumlah gasal dan beranggotakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

11. Pejabat Pengadaan, adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

12. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, adalah panitia yang berjumlah gasal dan
beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai
dengan kompleksitas pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
yang bertugas dan menerima hasil pekerjaan.

13. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah seseorang yang ditunjuk untuk
bertugas dan menerima hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

14. Penyedia Barang/Jasa, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainya.

15. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

16. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh
pemilik pekerjaan.

17. Pekerjaan Konstruksi, adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

18. Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tt?rt'entu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).

19.J i i
asa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertenty yang

dalam suatu sistem tatg kelola yang

21. Swakelola, adalah pengadaan
dilaksanakan dan/atau diawa
22. Dokumen Pengadaan

barang/jasa dimana

. Pekerjaannya direncan,
s1 sendiri oleh BUMD. i



23.Ko

perjaniat =

o4, Layanan
adalah unity ang

Barang/Jasa secara

ntrak pengadad®

.],S antal’a .
riul (hsmgkat

dibent
elektromk di daerah.

BaAB 1l
ASA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/J
pasal 2 |
1le n melalut @
Pelaksanaan pengadaan Barang [Jasa pada BUMD dilakuka
a. swakeloia ; atau
b. pemilihan penyedia barang/jasa.
Pasal 3

Pengadaan Barang [Jasa pada

BUMD meliputi :

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi ;

c. jasa konsultansi ; dan

d. jasa lainnya.

BAB 111
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG /JASA
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BUMD menerapkan prinsip-prinsip sebagat berikut :

a. Efisicn, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan

dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum ;

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang telah  ditetapkan serta ~memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya ;

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia

barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ;



d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua semua

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas ;

Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi persyaratan, schingga dapat diperoleh barang/jasa yvang ditawarkan
secara kompetititf dan tidak ada imntervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa ;

Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait

dengan pengadaan barang/jasa, sechingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Etika
Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus

mematuhi etika sebagai berikut :

a.

b.

melaksanakan tugas secara tertib rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mecegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat s

menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis para pihak ;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa ;

menghindari  dan mencegah  terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan BUMD dalam pengadaan barang/jasa 3

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan BUMD ; dan

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak me
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rab
kepada siapapun yang diketahui
pengadaan barang/jasa.

njanjikan untuk memberi
at dan berupa apa saja dari atau
atau  patut diduga berkaitan dengan



(1)

(2)

(1)

(1)

BAB IV
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6
Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan
penyedia barang/jasa terdiri atas :
a. Pengguna Anggaran ;
b PPK;
c. Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan ; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola
terdiri atas :
a. Pengguna Anggaran ;
b. PPK ; dan

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 7
Pengguna Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
a. membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan melalui papan
pengumuman atau website BUMD /LPSE Kabupaten Probolinggo ;
c. menetapkan PPK ;
d. Menetapkan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan ; dan
€. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Pengguna Anggaran dalam membuat Rencana Umum Pengadaaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan atas usulan kebutuhan dari bagian

atau Unit Kerja BUMD dan disesuaikan dengan anggaran yvang tersedia.

Pasal 8

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. membuat rencana pclaksanaan peéngadaan barang/jasa yang meliputi -
1) spesifikasi teknis barang/jasa ;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
3) rancangan kontrak.

b.

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ)

.
?

€. menandatangani kontrak :

melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa ;



e. mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada

Pengguna Anggaran ;

g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna

anggaran dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran ; dan

1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal

diperlukan PPK dapat :

a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
1) perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

b. menetapkan tim pendukung ;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

untuk membantu pelaksanaan tugas panitia ; dan

d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia

barang/jasa.

Pasal 9
Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas ;

b. memiliki disiplin tinggi ;

c. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas ;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam

sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

€. menandatangani pakta integritas ;
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ; dan

g. diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan

penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia

anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia
dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.



(1)

(2)

(3)

6)

(1)

2

Pasal 11
BUMD diwajibkan mempunyai Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan yang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
Keanggotaan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib ditetapkan untuk :
a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan
oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang Dbernilai sampai dengan
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)
orang Pejabat Pengadaan.
Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli
pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Pasal 12
Untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas ;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan ;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok
Kerja/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan ;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
memiliki  sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan ; dan
f. menandatangani pakta integritas.

Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan
sebagai berikut :

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
b. menetapkan dokumen pengadaan ;
€. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk

Pelelangan/Seleksi di website BUMD /LPSE Kabupaten Probolinggo atau

papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;



d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi ;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk ;

f. khusus untuk Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan :
1. menjawab sanggahan ;
2. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

a. pemilihan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang  bernilai sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

b. seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi diatas
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PPK ;
4. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
g. khusus Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan :
1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

a. pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
kontruksi/jasa lainnya  yang bernilai sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penunjukan
langsung ;

b. pengadaan langsung untuk paket jasa konsultansi yang bernilai
sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
penunjukan langsung.

2) menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PPK.

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

Direktur ; dan
1. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.
(3) Selain tugas dan kewenangan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja/Pejabat
Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

{(4) Anggota Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai BUMD atau
instansi lainya.



)

(2)
(3)

(4)

(5)

10

Dalam hal pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memeriukan
keahlian khusus, Kelompok Kerja/Pejabat pengadaan dapat menggunakan
tenaga ahli yang berasal dari pihak luar BUMD.

Anggota Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan dilarang merangkap sebagai :

a. PPK ;

b. Pengelola Keuangan ; dan

c. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada BUMD.

Pasal 13
Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan
dengan persetujuan Bupati.
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan berasal dari pegawai BUMD.
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat berasal dari luar
BUMD.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas ;
b. memahami isi kontrak ;
c. memiliki kualifikasi teknis ;
d. menandatangani Pakta Integritas ; dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui
pemeriksaan /pengujian ;

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

?

dan

d. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bendaharawan Barang
BUMD untuk dicatat sebagai inventaris BUMD.

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus dapat
dibentuk/ditunjuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran.

Dalam hal pengadaan jasa konsuitansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sctelah berkoordinasi dengan
pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.




(2)

(1)

(1)

(3)
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KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat :
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ;

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan ;

c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan ; dan

d. besarnya perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 19
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun anggaran
berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang dan rencana 5 (lima) tahun
kedepan, harus diselesaikan pada tahun énggaran yang berjalan dan/atau
tahun berjalan berikutnya.
BUMD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, yang meliputi :
a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim teknis
dan tim pendukung ;
b. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman
ulang ;
c. biaya pengadaan dokumen pengadaan barang/jasa ; dan
biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
BUMD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20
Pengguna Anggaran melakukan pemaketan barang/jasa dalam Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan/Rencana Bisnis BUMD.
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha
untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan
teknis.
Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
cfisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing ;
menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis

pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya

dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil ;



16

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISAS] PENGADAAN
Bagian Kesatu
Pelatihan
Pasal 23
(1) Untuk pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang pengadaan
bang/jasa dilakukan pelatihan pengadaan barang/jasa.
(2) Program pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara

berjenjang.

Bagian Kedua
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Pasal 24
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dapat diperoleh melalui uji sertifikasi
vang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) atau institusi lain yang telah terakreditasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25
Pembiayaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah
bersumber dari :
a. anggaran BUMD ; dan
b. bersumber dari pinjaman atau hibah dan penyertaan modal yang diterima

oleh BUMD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
(1) Standar harga kebutuhan barang/jasa BUMD berpedoman pada standar satuan
harga daerah yang berlaku.
(2) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat dalam

standar satuan harga daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal | A 30 37[0 § 2 Olk
BUPATI PROBOLINGGO

"xfﬁf,»mw T
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



